
BUPATI TULANG BAWANG

PERATUkAN öUrArl tuLANg BAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

Menimhang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor .... Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati

Ra.'W’ATIP’ tentail^ PprrnnormmmotttoTaoo o
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih fanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

'T'o kr> V, -»-» T at i_m
x,^xxxwx VVW, ICUiltJCUlClll uiUdl dl1 INC^dld IVCpUDllK

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
aan rsangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daeran Tingkat II Panggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4236V



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
rerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Fengeioiaan Keuangan Badan Layanan Upturn (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Q05 Npmor 48,



Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturanremermtan Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Xjmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LembaranNe^ra Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

iö. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Fembinaan dan Pengawasan atas PenyelenggaraanPemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ö06 Nomor 20) sebagaimanatexah diubah dengan Feraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4855);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
reiaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 09);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor Q1
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 01); *

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
lanun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 02);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08
Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 08).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor ....
Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor );

30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2012
Anggaran Pendapatan dan Belgpj^



Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Berita
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15);

31.Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran
2012 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012
Nomor 35, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :
a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 23.152.050.644,45
2. Dana Perimbangan Rp. 603.079.319.542,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rjx_ 27.403.089.779,60

Jumlah Pendapatan Rp. 653.634.459.966,05
b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai Rp. 267.013.365.209,00
b. Belanja Bunga Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi Rp. 1.000.000.000,00
d. Belanja Hibah Rp. 23.988.483.351,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 48.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan keuangan Rp. 16.389.608.750,00
h. Belanja Tidak Terduga Kp. 54.513.300,00

•Jumlah Rp. 308.494.470.610,00

2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai Rp. 32.837.112.423,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 139.917.106.605,00
c. Belanja Modal Rp^ 163.332.805.500.00

Jumlah Rr 336.087.024.528,00
Jumlah Belanja Rp- 644.581.495.138,00
Surplus/ (Defisit) Rp_ 9.052.964.828.05

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 29.889.064.479,47
2. Pengeluaraan R^_ 15.901.903.512,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp- 13.987.160.967.47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp.- 23.040.125.795.52



Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Diundangkan di
pada tanggal

Pit. S

Menggala
2% Acurm

DAERAH,

Ditetapkan di Menggala
2013

2013

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR


